BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia merupakan salah satu Negara dengan tingkat kebutuhan akan
produk otomotif yang tinggi. Faktor yang mendorong kebutuhan tersebut adalah
meningkatnya kelas menengah Indonesia yang kini tumbuh hingga mencapai 50
juta orang. Selain itu, pendapatan per kapita berdampak pada meningkatnya
kebutuhan energi akibat bertambahnya jumlah tempat tinggal, kegiatan industri,
dan pergerakan orang serta barang. Di satu sisi industri otomotif Indonesia
dituntut untuk selalu berinovasi menciptakan kendaraan yang murah dan hemat
bahan bakar karena adanya persaingan di Kawasan Perdagangan Bebas (Free
Trade Area).

Industri otomotif sebagai sarana transportasi darat memegang peran
penting dalam ekonomi suatu Negara. Industri otomotif sebagai sarana
transportasi publik, dan distribusi barang menopang pertumbuhan ekonomi dan
teknologi bagi negara. Maka Indonesia perlu melihat pentingnya pengembangan

industri otomotif.

Penulis menjawab rumusan masalah mengapa indonesia melakukan
kerjasama dengan jepang terkait kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) padahal

disaat yang sama indonesia menjalankan proyek mobil nasional (MOBNAS):
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1. Ratifikasi Protokol Kyoto sebagai alasan Pemerintah Indonesia untuk
melakukan proyek LCGC. Dimana LCGC sebagai implementasi Protokol
Kyoto dalam mengurangi emisi disektor transportasi.

2. Adanya ketergantungan Indonesia pada Jepang, Indonesia hanya mampu
mengimpor mobil rendah emisi, tidak mampu melakukan transfer
teknologi yang diatur kedalam LCGC. walaupun mekanisme JCM telah
menawarkan insentif teknologi otomotif, tetapi belum ada implementasi
untuk melakukan transfer teknologi. Sedangkan Ketergantungan pada
impor mobil karena Indonesia dalam pengembangan mobnas yang tidak
dapat mencapai kemandirian. Proyek mobil Nasional terkendala dengan
Teknologi Industri yang belum mampu di kembangkan. Selain itu, mobnas
selama ini tidak didukung oleh insentif teknologi oleh pemerintah Jepang.
Sehingga, terdapat kebijakan yang tumpang tindih antara implemetasi

kebijakan Mobil Nasional dan Kebijakan LCGC. Kebijakan LCGC yang

diterapkan bisa saja berjalan beriringan akan tetapi karena keterbatasan
teknologi untuk memproduksi mobil low emission yang mengharuskan

Indonesia mengimpor mobil dari luar negeri.

B. Saran
1. Indonesia harus mampu membuat posisi tawar bagi Jepang dalam

mekanisme JCM, terutama dalam implementasi instentif teknologi
otomotif, sehingga Indonesia mampu menciptakan kemandirian dalam

proyek mobil nasional yang berbasis pada LCGC.
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Pengembangan Mobil Nasional harus terus dilaksanakan karena
mayoritas lapisan masyarakat mendukung penyelengaraan proyek ini.
Pemerintah harus berperan aktif dalam proses peningkatan teknologi
terkini, sehingga pemerintah dapat mengembangkan proyek mobil
nasional dengan teknologi LCGC, sehingga tidak terjadi tumpang
tindih kebijakan yang diimplementasikan oleh pemerintah Indonesia.

Pemerintah harus mampu menggunakan strategi politik dan diplomasi
dalam pengembangan proyek mobil nasional, terutama dalam
menekan impor mobil dan membuat posisi tawar Indonesia dalam

dunia internasional tidak menciptakan ketergantungan.
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